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Skripsi ini membahas tentang pel aksanaan program pemberdayaan TKI pasca kepulangan dari luar negeri
oleh BNP2TKI. Lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan angkatan kerja menjadi salah satu
alasan untuk tenaga kerjamemilih pasar kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia selanjutnya
disingkat TKI yang dapat disebut pekerja migran. Tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke daerah
asalnyayang disebut TKI Purna belum mengoptimalkan penerimaan dari remitansi sehingga pemerintah
mel aksanakan program pemberdayaan sebagai salah satu tujuan program pemerintah untuk
mendayagunakan dan membantu peningkatan kesejahteraan TKI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kepada Tenaga K erja Indonesia setelah
kembali dari luar negeri agar tidak berangkat menjadi TKI kembali. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan
pel aksanaan program pemberdayaan TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik
analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan pel aksanaan program pemberdayaan TKI purnayang dilaksanakan
berdasarkan peraturan yang dibuat oleh BNP2TKI. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas
BNP2TKI beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian/dinas terkait, lembaga
keuangan, fasilitator maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi
selama proses pel aksanaan diantaranya kesulitan mengumpulkan peserta, informasi mengenai program
pemberdayaan belum menyeluruh, target pencapaian peserta berkurang, kurangnya koordinasi diantara
stakeholder.

<hr><i>Thisthesis discusses about the implementation of Indonesian Migrant Workers Empowerment
Program after the return from abroad by the BNP2TKI. Limited employment compared to the labor forceis
one reason for the manpower to choose as Indonesian Migrant Workers. Indonesian migrant workers who
have returned to Indonesia called Ex Indonesian Migrant Workers have not optimized the receipt of their
remittance so that the government implements the empowerment program as one of the goals of the
government program. The empowerment of ex Indonesian Migrant Workers is based on the government
program to utilize and assist the improving of Indonesian Migrant Worker rsquo s welfare.

The aim of this research is to know the empowerment to the Indonesian Migrant Worker after returning
from abroad in order not to go back to be the Indonesian Migrant Workers again. The method used in this
research conduct the in depth interviews with informants related to the implementation of the Indonesian
Migrant Workers Empowerment Program. This research uses the qualitative approach with the technical
analysis of qualitative data.

The result of this research is showing that the implementation of empowerment of ex Indonesian Migrant
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Workers has been implemented in accordance with regulations made by BNP2TKI. The implementation is
assisted by the implementing unit of BNP2TKI duties along with stakeholders that assist the implementation
of such ministries agencies, financia institutions, facilitators and professionals.But in the implementation of
the program, there are still shortcomings that could not reach the maximum target. The matter is due to
constraints that occur during the process of the implementation including the difficulty of gathering the
participants, the information about the empowerment program has not been comprehensive, lack of the
target achievement of participant, the lack of coordination between stakeholders.</i>



